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KATA PENGANTAR 

 
Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko 

bencana yang tinggi dan kompleks. Kondisi geografis sebagai 

negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api dunia, 

dipadukan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, 

menjadikan bencana sebagai tantangan pembangunan yang 

bersifat multidimensional. Dalam konteks tersebut, bencana 

tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa alam, 

melainkan sebagai hasil interaksi antara ancaman, kerentanan, 

dan kapasitas yang melekat pada suatu sistem sosial. Oleh 

karena itu, pengelolaan bencana menuntut pendekatan yang 

lebih komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada 

pengurangan risiko. 

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa besarnya dampak 

bencana tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ancaman, 

tetapi sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapsiagaan 

masyarakat. Komunitas lokal merupakan pihak yang paling 

awal merespons bencana dan paling lama menghadapi 

dampaknya. Namun demikian, peran strategis komunitas 

sering kali belum sepenuhnya dioptimalkan dalam sistem 

penanggulangan bencana. Buku Referensi berjudul 

“Manajemen Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Komunitas” ini 

disusun sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan akan 

kerangka konseptual dan praktis yang menempatkan 
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komunitas sebagai aktor utama dalam membangun 

kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat. 

Buku referensi ini merupakan kolaborasi sumbangsih pikiran 

dan pengalaman dari unsur akademisi, TNI dan praktisi 

kebencanaan yang menguraikan tentang manajemen 

kesiapsiagaan bencana secara sistematis, mulai dari konsep 

dasar kebencanaan, siklus manajemen bencana, manajemen 

risiko di tingkat komunitas, hingga perencanaan, 

pengorganisasian, dan implementasi kesiapsiagaan berbasis 

komunitas. Pembahasan disusun dengan mengintegrasikan 

perspektif akademik, kebijakan publik, serta praktik lapangan, 

sehingga diharapkan mampu menjembatani kesenjangan 

antara teori dan implementasi. Penekanan pada pendekatan 

partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan menjadi benang merah 

yang menghubungkan seluruh bab dalam buku ini. 

Sasaran pembaca buku ini mencakup para pihak yang terlibat 

di bidang kebencanaan (multi-helix), hingga aparatur 

pemerintah daerah, unsur BASARNAS, BPBD, relawan atau 

potensi SAR, organisasi masyarakat serta komunitas. Selain itu, 

buku ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil 

kebijakan dalam merumuskan program dan kebijakan 

kesiapsiagaan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada 

penguatan kapasitas masyarakat. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki 

keterbatasan dan ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena 

itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai 

bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan keilmuan. 
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Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam 

memperkuat kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas, 

serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun 

masyarakat Indonesia yang tangguh, berdaya, dan 

berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana. 

 

Jakarta, Maret 2026 

 

Tim Penulis
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KATA PENGANTAR 
Oleh: Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Si 

 
Kepala BNPB tahun 2008-2015 

Guru Besar Sosiologi Kebencanaan Universitas Pertahanan 
 

Mengawali kata pengantar ini, 

terlebih dahulu saya ucapkan 

selamat kepada para penulis 

yang telah menerbitkan buku 

yang berjudul "Manajemen 

Kesiapsiagaan Bencana Berbasis 

Komunitas". Kolaborasi para 

penulis yang terdiri dari 

akademisi, anggota TNI, dan 

relawan, yang tentu saja 

mempunyai pemahaman dalam penanggulangan bencana 

yang sangat berharga. Pemahaman dan pengalaman tersebut 

dapat digunakan sebagai bahan "lesson learn" bagi para 

pembaca, atau para pemangku kepentingan dalam 

penanggulangan bencana di Indonesia. Bencana sebenarnya 

adalah sebuah proses (peristiwa atau rangkaian peristiwa) 

yang terjadi akibat bertemunya antara bahaya dengan 

kerentanan dan kapasitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

bencana adalah dampak atau risiko dari pertemuan ketiga 

elemen tersebut, yang mengancam dan mengganggu terhadap 

kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dampak tersebut 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
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lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psychologis 

yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, dan faktor 

manusia (UU 24/2007, Pasal 1 (1)). Dari perspektif tersebut 

diatas, dapat dikatakan bahwa bencana sesungguhnya dapat 

dicegah ataupun dikurangi risikonya dengan cara atau upaya 

meningkatkn kapasitas untuk menekan kerentanan yang ada 

maupun melunakkan/menjinakkan potensi ancaman di suatu 

wilayah. Salah satu pendekatan untuk meningkatkan kapasitas 

dalam menghadapi bencana adalah, perlunya kesadaran pihak 

pemerintah untuk membuka ruang partisipasi 

masyarakat/komunitas dalam urusan penanggulangan 

bencana sejak tahap pra, saat, maupun pasca bencana (sering 

disebut sebagai tahap pencegahan/termasuk kesiapsiagaan, 

tanggap darurat, dan tahap pemulihan). Salah satu 

pendekatan yang bisa digunakan untuk meningkatkan 

kapasitas disebut dengan pendekatan Vertizontal (Vertikal - 

Horizontal).  Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa 

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah institusi yang 

memegang kekuasaan pemerintahan dan mempunyai 

kewenangan untuk mengerahkan semua sumber daya yang 

ada termasuk anggaran yang dibutuhkan untuk melindungi 

kehidupan dan penghidupan masyarakat dari ancaman 

bencana. Untuk itu maka, pihak pemerintahlah yang paling 

bertanggung jawab untuk mengkolaborasikan atau 

mengorkhestrasikan segala kemampuan dari para pemangku 

kepentingan melalui prinsip koordinasi dan keterpaduan. 

Disinilah pendekatan Vertizontal dilaksanakan, dengan 
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memposisikan pihak Pemerintah sebagai pemegang fungsi 

komando yang bersifat hierarkhi atau vertikal, serta 

melaksanakan fungsi koordinasi antara para pihak yang 

dilaksanakan secara horizontal. Pendekatan Vertizontal 

dengan demikian disebut juga sebagai Komando Kesepakatan. 

Dalam implementasinya, Vertizontal membuka ruang 

partisipasi seluas-luasnya, sehingga terjadi negosiasi, 

deliberasi, dan berakhir dengan kesepakatan para pihak/multi 

sektor/multi helix. Para pihak yang dimaksud terdiri dari 

Pemerintah (Pusat), Pemerintah Daerah, pihak Legislatif, TNI, 

POLRI, dan Kementerian/Lembaga, Masyarakat akar rumput 

yang terdampak/terpapar, Perguruan Tinggi/Akademisi, LSM, 

Media, Dunia usaha (BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta), 

serta Komunitas Internasional yang bergerak di bidang 

Kebencanaan. Perwujudan Vertizontal dalam praktek, 

dilaksanakan melalui pola Pendampingan sebagaimana 

dinyatakan dalam PP no.21/2008 pasal.30, sebagai akibat 

keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah 

dalam menghadapi bencana yang sedang melanda di 

wilayahnya. Pola pendampingan yang dimaksud adalah 

bantuan terhadap daerah, berupa Anggaran, Logistik dan 

Peralatan, Teknis/Ahli, Administrasi/Pengawasan. Dengan 

demikian Pemerintah Pusat bukan sebagai unsur vertikal saja, 

tetapi duduk setara mendampingi Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan Penanggulangan Bencana di wilayahnya. 

Praktek ini mengandung pesan, bahwa Daerah harus 

diberdayakan (Empowering) untuk mengatasi ancaman 
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bencana di daerahnya dengan didampingi oleh Pemerintah 

Pusat. Artinya eksistensi Pemerintah Daerah tidak diambil alih 

oleh Pemerintah Pusat.  Pendekatan ini selaras dengan isi buku 

ini, yang mencerminkan pemahaman bahwa Pengurangan 

Risiko Bencana harus dibangun secara bersama-sama, gotong 

royong, kesediaan untuk saling mendengarkan (membuka 

ruang partisipasi) masyarakat terpapar/terdampak yang 

terganggu kehidupan dan penghidupannya akibat bencana, 

sehingga masyarakat diikutsertakan menentukan kebijakan 

dalam setiap fase Penanggulangan Bencana.  Akhirnya, buku 

ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pihak/multi 

helix untuk menumbuhkan kesadaran bersama dan budaya 

kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas, sehingga tercipta 

masyarakat yang tangguh menghadapi bencana demi 

Pembangunan Nasional berkelanjutan. Sekian dan terima 

kasih.  

 

Salam Tangguh! 

Jakarta, Maret  2026 

Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Si 
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KATA PENGANTAR 
Oleh: Mayjen TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.SI. 

PANGDAM XXIV/MANDALA TRIKORA 

 

Bencana merupakan tantangan 

nyata yang dapat terjadi di berbagai 

wilayah dan mempengaruhi sendi-

sendi kehidupan masyarakat. 

Kompleksitas ancaman bencana 

menuntut kesiapsiagaan yang tidak 

hanya bertumpu pada kemampuan 

negara, tetapi juga pada kekuatan 

dan ketangguhan masyarakat sebagai garda terdepan dalam 

menghadapi situasi darurat. Oleh karena itu, kesiapsiagaan 

bencana berbasis komunitas menjadi pendekatan yang 

strategis dan relevan dalam membangun ketahanan 

masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks kewilayahan, 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat melalui satuan 

komando kewilayahan memiliki peran penting dalam 

mendukung penanggulangan bencana sebagai bagian dari 

Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Peran tersebut 

diwujudkan melalui pembinaan teritorial, pendampingan 

masyarakat, serta dukungan terhadap pemerintah daerah dan 

lembaga terkait dalam seluruh tahapan kebencanaan, mulai 

dari pra-bencana, tanggap darurat, hingga pemulihan. 

Kehadiran prajurit TNI di tengah masyarakat merupakan bentuk 
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pengabdian yang berorientasi pada perlindungan dan 

keselamatan rakyat. Buku Manajemen Kesiapsiagaan Bencana 

Berbasis Komunitas ini memberikan kontribusi yang signifikan 

dalam memperkuat pemahaman dan praktik kesiapsiagaan 

bencana di tingkat komunitas. Pendekatan yang menempatkan 

masyarakat sebagai subjek utama kesiapsiagaan sejalan 

dengan semangat pembinaan teritorial dan kemanunggalan 

TNI dengan rakyat. Penguatan kapasitas komunitas melalui 

perencanaan, pengorganisasian, dan partisipasi aktif 

masyarakat merupakan kunci dalam mengurangi risiko dan 

dampak bencana. Keterlibatan prajurit TNI sebagai salah satu 

penulis dalam buku ini yaitu Kolonel Kav Agung Nur Cahyono, 

S.I.P., M.Tr (Han) dapat dijadikan cerminan bahwa peran aparat 

kewilayahan tidak hanya menjalankan tugas operasional, 

tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan pemikiran dan 

solusi strategis di bidang kebencanaan. Sinergi antara 

akademisi, praktisi, dan unsur TNI sebagaimana tercermin 

dalam buku ini menjadi kekuatan penting dalam menjembatani 

kebijakan, teori, dan pengalaman lapangan secara utuh dan 

aplikatif. Saya memandang buku ini sebagai referensi yang 

relevan bagi prajurit TNI, aparatur pemerintah, relawan, serta 

seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam 

penanggulangan bencana. Lebih dari itu, buku ini diharapkan 

dapat memperkuat kesadaran kolektif bahwa kesiapsiagaan 

bencana bukan semata-mata tanggung jawab negara, 

melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen 

bangsa. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi kepada 
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penulis dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam 

penyusunan buku ini. Semoga buku Manajemen Kesiapsiagaan 

Bencana Berbasis Komunitas dapat memberikan manfaat 

yang luas, menjadi rujukan dalam penguatan kapasitas 

masyarakat, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang 

tangguh, aman, dan berdaya menghadapi risiko bencana. 

 

Jakarta, Maret 2026 

Panglima Kodam XXIV/Mandala Trikora 

Mayjen TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.Si. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
MANAJEMEN 
KESIAPSIAGAAN 
BENCANA 

 

Indonesia menghadapi tantangan kebencanaan yang 

bersifat kompleks dan multidimensional. Karakter geografis 

sebagai negara kepulauan yang terletak pada kawasan cincin 

api dunia menjadikan berbagai wilayah rawan terhadap gempa 

bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, tanah longsor, dan 

bencana hidrometeorologi lainnya. Di samping ancaman 

alamiah tersebut, dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan 

turut memperbesar potensi risiko bencana. Pertumbuhan 

penduduk yang tidak merata, alih fungsi lahan, degradasi 

lingkungan, serta ketimpangan kapasitas antarwilayah 

menciptakan kondisi yang semakin rentan terhadap dampak 

bencana. 

Dalam konteks ini, bencana tidak dapat dipahami sebagai 

peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil interaksi 

antara ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang ada dalam 

suatu sistem sosial. Pendekatan kebencanaan yang semata-

mata berorientasi pada respons darurat terbukti tidak cukup 

untuk mengurangi kerugian jangka panjang. Pengalaman 
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BAB 2 
KONSEP DASAR DAN 
TERMINOLOGI 
KEBENCANAAN 

 

Pemahaman yang tepat mengenai kebencanaan 

merupakan fondasi utama dalam pengembangan manajemen 

kesiapsiagaan yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa kerangka 

konseptual dan terminologi yang jelas, upaya penanggulangan 

bencana berisiko mengalami kekeliruan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, maupun evaluasi. Oleh karena itu, bab ini 

disusun untuk memberikan pemahaman dasar yang 

komprehensif mengenai konsep dan istilah kebencanaan yang 

digunakan secara luas dalam kajian akademik dan praktik 

penanggulangan bencana. 

Dalam konteks Indonesia, pemahaman terminologi 

kebencanaan memiliki makna yang sangat penting mengingat 

keragaman aktor yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat 

dan daerah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha, hingga 

komunitas lokal. Perbedaan pemahaman terhadap istilah 

seperti bencana, risiko, kerentanan, dan kapasitas dapat 

mempengaruhi cara suatu program dirancang dan 

diimplementasikan. Oleh sebab itu, penyamaan persepsi 

melalui pemahaman konseptual yang baku menjadi prasyarat 

bagi terciptanya koordinasi dan kolaborasi yang efektif. 
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BAB 3 
SIKLUS MANAJEMEN 
BENCANA 

 
Manajemen bencana tidak dapat dipahami sebagai 

rangkaian tindakan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai 

suatu proses berkelanjutan yang saling terhubung dalam satu 

kesatuan sistem. Setiap tahap dalam manajemen bencana 

memiliki keterkaitan yang erat dengan tahap lainnya, 

membentuk sebuah siklus yang terus berulang seiring dengan 

dinamika risiko dan perubahan kondisi sosial serta lingkungan. 

Pemahaman terhadap siklus manajemen bencana menjadi 

kunci untuk mengelola risiko secara sistematis dan 

berkelanjutan, khususnya dalam konteks kesiapsiagaan 

berbasis komunitas. 

Pendekatan siklus dalam manajemen bencana lahir dari 

kesadaran bahwa bencana bukanlah peristiwa sesaat, 

melainkan bagian dari proses panjang yang dipengaruhi oleh 

keputusan-keputusan manusia sebelum, saat, dan setelah 

bencana terjadi. Kegagalan pada satu tahap akan 

mempengaruhi efektivitas tahap lainnya. Mitigasi yang lemah 

akan meningkatkan beban kesiapsiagaan dan respons darurat, 

sementara pemulihan yang tidak berorientasi pada 

pengurangan risiko berpotensi menciptakan kerentanan baru 

di masa depan. Oleh karena itu, siklus manajemen bencana 

harus dipahami secara utuh, bukan parsial. 
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BAB 4 
MANAJEMEN RISIKO 
BENCANA DI TINGKAT 
KOMUNITAS 

 
Manajemen risiko bencana merupakan pendekatan yang 

menempatkan pengelolaan risiko sebagai inti dari upaya 

pengurangan dampak bencana. Berbeda dengan penanganan 

yang berfokus pada respons pascabencana, manajemen risiko 

menekankan pentingnya mengenali, menganalisis, dan 

mengendalikan risiko sejak dini. Dalam konteks komunitas, 

pendekatan ini menjadi sangat relevan karena masyarakat 

lokal berada pada posisi terdekat dengan sumber risiko 

sekaligus menjadi pihak yang paling terdampak ketika bencana 

terjadi. 

Pendahuluan bab ini mengarahkan pembahasan pada 

bagaimana konsep manajemen risiko bencana diterapkan di 

tingkat komunitas secara sistematis dan partisipatif. 

Penekanan diberikan pada peran masyarakat dalam 

mengidentifikasi ancaman, memahami kerentanan, serta 

mengembangkan kapasitas lokal sebagai bagian dari strategi 

pengurangan risiko. Dengan pendekatan ini, komunitas tidak 

hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga aktor utama 

dalam mengelola risiko di wilayahnya. 
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BAB 5 
KESIAPSIAGAAN 
BENCANA KOMUNITAS 

 
Kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas merupakan 

tahap lanjutan dari manajemen risiko bencana yang 

berorientasi pada penguatan kesiapan masyarakat dalam 

menghadapi ancaman secara nyata. Jika manajemen risiko 

menekankan pada pengenalan dan perencanaan pengurangan 

risiko, maka kesiapsiagaan berfokus pada kemampuan 

komunitas untuk bertindak secara cepat, tepat, dan 

terkoordinasi ketika bencana terjadi. Dalam konteks ini, 

kesiapsiagaan menjadi wujud konkret dari perencanaan yang 

telah disusun sebelumnya. 

Pendekatan berbasis komunitas menempatkan 

masyarakat sebagai aktor utama dalam kesiapsiagaan 

bencana. Keluarga, kelompok masyarakat, dan struktur sosial 

lokal memiliki peran strategis dalam membangun kesiapan 

kolektif. Kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan aspek 

teknis, tetapi juga dengan penguatan kesadaran, partisipasi, 

dan solidaritas sosial. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, 

kesiapsiagaan dapat diwujudkan secara lebih kontekstual dan 

berkelanjutan. 

BAB ini akan menguraikan konsep dan prinsip 

kesiapsiagaan berbasis komunitas, peran keluarga dan 

struktur sosial lokal, serta upaya pengembangan budaya siaga 
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BAB 6 
PERENCANAAN DAN 
PENGORGANISASIAN 
KESIAPSIAGAAN 

 
Perencanaan dan pengorganisasian kesiapsiagaan 

merupakan tahapan penting yang menjembatani nilai-nilai 

kesiapsiagaan dengan praktik operasional di tingkat komunitas. 

Setelah kesiapsiagaan dipahami sebagai bagian dari budaya 

dan kesadaran kolektif, langkah selanjutnya adalah 

menerjemahkan pemahaman tersebut ke dalam rencana dan 

struktur kerja yang jelas. Tanpa perencanaan dan 

pengorganisasian yang baik, kesiapsiagaan berisiko berhenti 

pada tataran konsep dan komitmen normatif semata. 

Perencanaan kesiapsiagaan berfungsi sebagai kerangka 

kerja yang mengarahkan tindakan komunitas sebelum 

bencana terjadi. Melalui perencanaan, masyarakat dapat 

menyepakati tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang perlu 

dilakukan untuk menghadapi berbagai skenario bencana. 

Perencanaan yang efektif tidak hanya bersifat teknis, tetapi 

juga mempertimbangkan dinamika sosial, kapasitas lokal, dan 

keterbatasan sumber daya yang ada di tingkat komunitas. 

Pengorganisasian kesiapsiagaan berkaitan dengan 

pembentukan dan penguatan struktur sosial serta 

kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
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BAB 7 
MANAJEMEN SUMBER 
DAYA DAN LOGISTIK 
KESIAPSIAGAAN 
 

Manajemen sumber daya dan logistik merupakan aspek 

krusial dalam kesiapsiagaan bencana yang menentukan 

kemampuan komunitas untuk bertahan pada fase awal 

kedaruratan. Dalam situasi bencana, keterbatasan waktu, 

akses, dan sumber daya menuntut pengelolaan logistik yang 

terencana dan efisien. Tanpa manajemen yang baik, 

ketersediaan sumber daya yang ada berpotensi tidak 

dimanfaatkan secara optimal, bahkan dapat menimbulkan 

ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Dalam konteks kesiapsiagaan berbasis komunitas, 

manajemen logistik tidak semata-mata dipahami sebagai 

pengadaan bantuan, tetapi sebagai proses pengelolaan 

sumber daya lokal secara strategis. Sumber daya yang 

dimaksud mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, air 

bersih, layanan kesehatan, serta perlindungan bagi kelompok 

rentan. Pengelolaan yang berbasis komunitas memungkinkan 

penyesuaian dengan kebutuhan lokal dan memperkuat 

kemandirian masyarakat pada fase awal bencana. 

Pendahuluan bab ini mengarahkan pembahasan pada 

pentingnya perencanaan, pengorganisasian, dan pemanfaatan 
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BAB 8 
PENDATAAN DAN SISTEM 
INFORMASI 
KESIAPSIAGAAN 
BENCANA 

 
Pendataan dan sistem informasi merupakan fondasi 

penting dalam kesiapsiagaan bencana yang berbasis pada 

pengambilan keputusan yang tepat dan respons yang 

terkoordinasi. Informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah 

diakses memungkinkan komunitas dan pemangku 

kepentingan untuk memahami kondisi risiko, kapasitas, serta 

kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif. Tanpa 

sistem pendataan yang baik, upaya kesiapsiagaan dan 

penanggulangan bencana berisiko berjalan tidak efektif dan 

kurang tepat sasaran. 

Dalam konteks kesiapsiagaan berbasis komunitas, 

pendataan tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, 

tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Proses 

pendataan yang partisipatif memungkinkan komunitas untuk 

mengenali potensi dan kerentanannya sendiri, sekaligus 

meningkatkan kesadaran risiko. Dengan demikian, pendataan 

menjadi bagian dari proses pembelajaran sosial yang 

mendukung penguatan kapasitas komunitas. 
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BAB 9 
IMPLEMENTASI 
KESIAPSIAGAAN BERBASIS 
KOMUNITAS 

 
Implementasi kesiapsiagaan berbasis komunitas 

merupakan tahap krusial yang menentukan sejauh mana 

konsep, perencanaan, dan sistem yang telah disusun dapat 

diwujudkan dalam praktik nyata. Pada tahap ini, kesiapsiagaan 

tidak lagi berada pada tataran wacana atau dokumen, tetapi 

diuji dalam konteks sosial yang dinamis, dengan berbagai 

keterbatasan dan tantangan lapangan. Keberhasilan 

implementasi sangat bergantung pada kemampuan komunitas 

untuk mengoperasionalkan rencana serta membangun kerja 

sama yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan. 

Pendekatan berbasis komunitas dalam implementasi 

kesiapsiagaan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama 

pelaksana program. Komunitas tidak hanya berperan sebagai 

penerima manfaat, tetapi sebagai penggerak utama yang 

menerjemahkan strategi kesiapsiagaan ke dalam tindakan 

konkret. Dalam konteks ini, implementasi menjadi proses 

sosial yang melibatkan negosiasi, adaptasi, dan pembelajaran 

berkelanjutan sesuai dengan kondisi lokal dan dinamika risiko 

yang dihadapi. 
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BAB 10 
PENGUATAN 
KEBERLANJUTAN 
KESIAPSIAGAAN BERBASIS 
KOMUNITAS 
 

Keberlanjutan merupakan tantangan sekaligus tujuan 

utama dalam upaya membangun kesiapsiagaan bencana 

berbasis komunitas. Berbagai konsep, perencanaan, dan 

praktik kesiapsiagaan yang telah dibahas dalam bab-bab 

sebelumnya akan kehilangan maknanya apabila tidak mampu 

dipertahankan dan dikembangkan dalam jangka panjang. Oleh 

karena itu, penguatan keberlanjutan menjadi fokus utama 

pada bab terakhir ini, sebagai penegasan bahwa kesiapsiagaan 

bencana bukanlah kegiatan sesaat, melainkan proses sosial 

yang berkelanjutan. 

Penguatan keberlanjutan kesiapsiagaan menuntut adanya 

mekanisme yang memastikan program dan inisiatif komunitas 

terus berjalan, beradaptasi, dan relevan dengan perubahan 

risiko bencana. Perubahan lingkungan, dinamika sosial, serta 

perkembangan teknologi menuntut kesiapsiagaan yang tidak 

statis. Dalam konteks ini, keberlanjutan tidak hanya berkaitan 

dengan kelangsungan program, tetapi juga dengan 

kemampuan komunitas untuk belajar, berinovasi, dan 
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